
 

61 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut: 

1. Transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin usaha di dinas 

penanaman modal di Kabupaten Dompu meliputi: 

a. Prosedur pelayanan DPMPTSP sudah dipublikasikan dengan baik dan 

dapat dipahami oleh pengguna layanan dalam membuat surat izin dan 

menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan pada masyarakat 

dianggap telah lebih baik dan cukup jelas. 

b. Standar pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Dompu belum bisa 

dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari terpublikasikannya semua 

standar pelayanan yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian 

pengguna layanan terhadap instansi terkait. 

c. Keterbukaan Proses Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Dompu mudah 

diakses dan dipahami oleh masyarakat, maka praktik penyelenggaraan 

pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Akan 

tetapi, yang menjadi permasalahan adalah belum jelasnya prosedur 

administrasi perijinan yang mengakibatkan masyarakat harus 

menunggu lama penyelesaian pelayanan yang diakibatkan belum 

lengkapnya persyaratan yang diajukan 

d. Kemudahan memperoleh informasi sudah mudah diakses oleh 

masyarakat, jika dilihat dari situasi ruangan kantor di DPMTSP itu 

sendiri 
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2. Faktor penghambat pada transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin 

usaha di dinas penanaman modal di Kabupaten Dompu adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor SDM yang masih kurang secara kuantitas maupun kualitas 

b. Faktor Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai sebagai 

instansi pelayanan terpadu satu pintu  

c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki surat 

perizinan terkait dengan kegiatan/ usaha yang di miliki. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupeten Dompu dalam melaksanakan pelayanan perizinan perlu untuk 

lebih mensosialisasikan terkait program-program pelayanan perizinan 

yang telah diterapkan di DPMPTSP kepada masyarakat Dompu, baik 

sosialisasi berupa  membuka forum sosialisasi kepada masyarakat maupun 

melalui media sosial maupun media cetak agar informasi-infromasi terkait 

program pelayanan dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat 

Kabupaten Dompu. 

2. Bagi pegawai, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawai yang masih 

kurang. Hendaknya para pegawai di Badan Badan Pelayanan Perizinan 

dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu tetap mempertahankan 

keramahan serta sikap yang responsif terhadap masyarakat demi 

kelancaran dan efektifnya pelayanan. 
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3. Bagi masyarakat, sosialisasi perizinan perlu ditingkatkan agar masyarakat 

luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

mengurus izin. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu sehingga masyarakat dapat mengurus izinnya sendiri agar 

masyarakat paham dalam proses pengurusan perizinan 
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Gambar 1: Kepala Biddang Pelayanan Perijinan  

 

Gambar 2: Staf Biddang Pelayanan Perijinan 
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Gambar 3: Masyarakat Penguna Pelayanan Perijinan 
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